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ABSTRACT

Background: One function of medical records is used in the process of health financing. The health
cost control mechanism that is recommended to be implemented by the government is health insurance.
In the process of implementing health insurance, it is necessary to have medical information
contained in medical record documents. The release of medical information that must be provided
by the hospital in its implementation must comply with applicable legal regulations. In health services,
especially in hospitals, the problem that often arises in releasing medical information is the use of written
permission and the procedure for releasing it is not in accordance with applicable legal regulations. The
purpose of this study was to identify the requirements for releasing medical information, as well as
procedures for releasing medical information, and parties involved in the process of releasing medical
information to insurers at the hospital. This research is a literature review. The results of the SPO
review for the release of medical record information to insurers at the hospital still do not guarantee the
confidentiality of patient medical information as well and the parties involved are still at risk. The
conclusion from this study is that 70% of the articles have used the patient's written
consent/authorization optimally. As many as 90% of the articles already have SPOs regarding the release
of medical information, which are applied in each hospital. As many as 100% of articles involve
parties that must be present, namely the applicant, consisting of patients or insurers, doctors, and
medical record officers.
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ABSTRAK

Salah satu fungsi rekam medis adalah digunakan dalam proses pembiayaan kesehatan.
Mekanisme pengendalian biaya kesehatan yang dianjurkan untuk diterapkan oleh pemerintah
adalah asuransi kesehatan. Dalam proses pelaksanaan asuransi kesehatan diperlukan informasi
medis yang terdapat dalam dokumen rekam medis. Pelepasan informasi medis yang harus
diberikan oleh rumah sakit dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan hukum yang
berlaku. Dalam pelayanan kesehatan khususnya di rumah sakit masalah yang sering muncul
dalam pelepasan informasi medis yaitu penggunaan izin tertulis dan prosedur pelepasannya
tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Tujuan Penelitian ini untuk
mengidentifikasi persyaratan dalam pelepasan informasi medis serta prosedur pelepasan
informasi medis dan pihak yang terlibat dalam proses pelepasan informasi medis kepada pihak
asuransi di rumah sakit. Penelitian ini adalah penelitian literature review. Hasil review SPO
pelepasan informasi rekam medis kepada pihak asuransi di rumah sakit masih ada yang belum
menjamin kerahasiaan informasi medis pasienn begitupun pihak-pihak yang terlibat masih
berisiko. Kesimpulan dari penelitian ini sebanyak 70% artikel sudah menggunakan ijin tertulis/
surat kuasa pasien secara optimal. Sebanyak 90% artikel sudah ada SPO tentang pelepasan
informasi medis yang diterapkan di masing-masing rumah sakit. Sebanyak 100% artikel sudah
melibatkan pihak yang wajib ada yaitu pihak pemohon yang terdiri dari pasien atau pihak
asuransi, dokter, dan petugas rekam medis.

Kata kunci: Aspek Hukum, Asuransi, Pelepasan Informasi.
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PENDAHULUAN

Permenkes RI No 24 Tahun 2022 tentang rekam medis menyatakan bahwa
berkas rekam medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien,
pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan
kepada pasien. Sedangkan isi dari rekam medis merupakan milik pasien dan
disampaikan kepada pasien. Isi dari rekam medis juga disampaikan kepada
keluarga terdekat atau pihak lain. Penyampaian rekam medis kepada keluarga
terdekat dilakukan jika pasien di bawah umur delapan belas tahun atau pasien
dalam keadaan darurat. Penyampaian rekam medis kepada pihak lain
dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pasien. Pihak lain yang dimaksud
salah satunya adalah pihak asuransi. Isi yang terkandung dalam rekam medis
sepenuhnya bersifat rahasia, karena isi rekam medis menjelaskan hubungan
yang khusus antara pasien dan dokter yang wajib dilindungi sesuai dengan
kode etik kedokteran dan peraturanperundang-undangan (Warijan & Afifah ,
2019).

Salah satu fungsi rekam medis adalahdigunakan dalam proses pembiayaan
kesehatan. Pembiayaan kesehatan merupakan besarnya dana yang harus
disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya
kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok, dan
masyarakat. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 menyebutkan
bahwa pembiayaan kesehatan bertujuan untuk penyediaan pembiayaan
kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi
secara adil, dan termanfaatkan. Secara umum, sumber biaya kesehatan dapat
dibedakan menjadi pembiayaan yang bersumber dari anggaran pemerintah dan
pembiayaan yang bersumber dari anggaran masyarakat.

Salah satu mekanisme pengendalian biaya kesehatan yang dianjurkan
untuk diterapkan oleh pemerintah adalahasuransi kesehatan. informasi medis
yang diberikan oleh rumah sakit dalampelaksanaannya harus sesuai dengan
peraturan hukum yang berlaku. Pelepasan atau pembukaan rekam medis diatur
dalam Permenkes RI No 24 Tahun 2022 Bab II Pasal 33 Ayat 1, meliputi
pembukaan melalui persetujuan pasien dan tanpa persetujuan pasien.
Selanjutnya, dijelaskan pada Pasal 34 ayat 1 yang menyatakan bahwa,
pembukaan atas persetujuan pasien dilakukan untukkepentingan pemeliharaan
kesehatan, pengobatan, penyembuhan, dan perawatan pasien permintaan
pasien sendiri, dan keperluan administrasi, pembayaran asuransi atau jaminan
pembiayaan kesehatan. Selanjutnya pada Pasal 35 Ayat 1 menjelaskan
pembukaan tanpa persetujuan pasien berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan untuk kepentingan; (1) Pemenuhan permintaan apparat
penegak hukum dalam rangka penegakan hukum; (2) Penegakan etik atau
disiplin; (3) Audit medis;(4) Penanganan kejadian luar biasa/wabah penyakit
menular/kedarurata n Kesehatan masyarakat/ bencana; (5) Pendidikan dan
penelitian; (6) Upaya perlindungan terhadap bahaya ancaman keselamatan
orang lain secara individual atau masyarakat dan/atau ; (7) Lain yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan. Pelepasan informasi rekam medis untuk
keperluan administrasi, pembayaran asuransi atau jaminan pembiayaan
kesehatan sebagaimana diatur juga dalam

Permenkes RI Nomor 36 tahun 2012 tentangrahasia kedokteran pasal 6 ayat (1)
menyatakan bahwa pembukaan rahasia kedokteran untuk kepentingan kesehatan
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pasien meliputi: huruf b “keperluan administrasi, pembayaran asuransi atau jaminan
pembiayaan kesehatan”. Ayat (3) pembukaan rahasia kedokteran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan persetujuan dari pasien baik
secara tertulis maupun sistem informasi elektronik. Ayat (4) persetujuandari pasien
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan telah diberikan pada saat
pendaftaran pasien di fasilitas pelayanan kesehatan.

Berdasarkan hasil penelitian Permana & Rumana (2017) yang dilakukan di RS
taman puring bagian asuransi menyatakan bahwa pada rumah sakit ini telah
memiliki SPO yang mengatur kegiatan pelepasaninformasi, akan tetapi dalam
pelaksanaan kegiatan tersebut belum sesuai dengan SPO yang telah diterapkan dan
pada proses pemberian informasi rekam medis pasien, masih ada beberapa
permintaan pihak asuransi yang tidak menyertakan surat kuasa/ ijin tertulis dari
pasien. PenelitianErlinda & Yulita (2018) di RS Imelda Pekerjalndonesia Medan
menemukan bahwa dalam pengeluaran informasi medis pasien kepada pihak
asuransi memang belum ada penggunaan ijin tertulis dari pasien. Hal ini
dikarenakan setiap pasien yang menggunakan asuransi telah memberikan
kepercayaan kepada pihak PPAT dalam hal informasi medis dan pembayaran biaya
perawatan. Penelitian Warijan & Afifah (2019) di RSUD Kota Salatiga dalam
pelaksanaan pelepasan informasi untuk keperluan asuransi masih ditemukan belum
lengkapnya pengisian formulir permintaan atau surat kuasa seperti tidak adanya
keterangan hubungan keluarga dan tanda tangan peminta.

Berdasarkan penelitian diatas masalah yang terkait yaitu penggunaan izin
tertulis dari pasien yang berdampak apabila pasien tidak memberi kuasa atas
pelepasan informasi, sehingga informasi tersebut akan ilegal. Pelepasan informasi
yang tidak sesuaidapat menimbulkan permasalahan bagirumah sakit. Salah satu
permasalahannya yaitu jika informasi rekam medis pasien tersebar kepada pihak
yang tidak bertanggung jawab, maka sanksi yangdiberikan kepada rumah sakit
dapat berupa pencabutan izin beroperasi, denda bahkan hukuman penjara (Permana
& Rumana, 2017).

METODE

Penelitian ini adalah penelitian /literature review dengan mengumpulkan dan
mereview penelitian yang menelaah artikel ilmilah kemudian direview lalu
disimpulkan. Sumber pustaka dalam menyusun literature review melalui Google
Scholar. Kata kunci dalam pencarian artikel adalah “Pelepasan informasi medis
aspek hukum” AND*Asuransi”. Diperoleh sebanyak 10 artikel ilmiah yang layak
dimasukkan ke dalam literature review. Hasil seleksi artikel ilmiah dapat
digambarkan dalam Diagram Alur Seleksi Artikel di bawah ini :
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3 Identifikasi artikel pada duta base
Z google scholar
£ 0 =90
Artikel tidak sesuai rentang
j—, wakiu 2017-2022
n=17
% Artikel sesuai rentang wakiu
2017 -2022
7 n=73
Artikel yang tidak sesuai
I—. dengan topik penelitian
n=4
Artikel yang sesuai dengan topik
penclitian
n=29
B Artikel yang tidak dapat
3 l diakses full text
=
i n=9
Artikel dapat diakses full rext
n=20
Artikel yang menampilkan
metode penelitian firerature
review
3 Artikel yang dimasukkan ke dalam a=10
E literature review
= n= 10

Selanjutnya artikel diseleksi menggunakan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi,

sebagai berikut :
Tabel 1. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

INKLUSI EKSKLUSI
Artikel tahun 2017-2022 Artikel memiliki metode
penelitian
literature review
Artikel yang sesuai dengan Artikel yang tidak menampilkan tujuan
topik
penelitian
Artikel yang dipublikasi pada
jurnal

nasional dan prosiding nasional
Artikel dapat diakses full text
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HASIL DAN PEMBAHASAN

a.

Kajian literature review aspek hukum pelepasan informasi medis kepada pihak
asuransidi rumah sakit.
Persyaratan yang dibutuhkan pada pelepasan informasi medis

Tabel 2. Persyaratan Informasi Medis

Persyaratan yang dibutuhkan
pada pelepasan informasi
medis

Peneliti

Formulir klaim dari rumah sakit
atau asuransi

1.Tho dan Purnama (2020)
2.Yumna et al (2021).

Fotocopy KK

1.Tho dan Purnama (2020)

2.Motik et al (2022)
3. Warijan dan Nur’afifah(2019

Fotocopy KTP

1.Motik et al (2022)
2.Palupi e al (2021)
3.Sjachrizal ef al (2022)

4. Warijan dan Nur’afifah
(2019)
5.Wahyudi dan Amalia (2022).

Surat kuasa pasien atau surat
persetujuan tertulis dari pasien

1.Tho dan Purnama (2020)
2.Motik et al (2022)
3.8Sjachrizal et al (2022)
4.Palupi et al (2021)

5. Warijan dan Nur’afifah
(2019)
6.Permana dan Rumana (2017)

7.Wahyudi dan Amalia (2022).

Fotocopy kartu peserta asuransi

1.Tho dan Purnama (2020)
2.Motik et al (2022)
3.Sjachrizal et al (2022)
4.Erlindai dan Yulita (2018)

Surat permintaan pelepasaninformasi

Tho dan Purnama (2020)
Yumna et al (2021)
Palupi et a/ (2021)

Fotocopy rincian biaya perawatan

Palupi et al (2021)

Sjachrizal et al (2022)
Erlindai dan Yulita (2018)
Permana dan Rumana(2017).

Surat jaminan asli dari rumah sakit

. Sjachrizal et al (2022)
. Erlindai dan Yulita (2018)

Surat jaminan asli oleh asuransi

W N —
SN NN L

. Sjachrizal et al (2022)
. Erlindai dan Yulita (2018)
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b. Prosedur pelepasan informasi medis

2. Tabel 3. Prosedur Pelepasan Informasi Medis

Prosedur pelepasan Peneliti
informasi
medis

Sudah mempunyai 1. Tho dan Purnama (2020)

SPO tentangpelepasan 2. Motik et al (2022)

informasi medis 3. Sjachrizal ef al (2022)

kepada pihak asuransi )
4. Palupi et al (2021)
5. Warijan dan Nur’afifah (2019)
6. Permana dan Rumana (2017)
7. Wahyudi dan Amalia (2022).
8. Erlindai dan Yulita (2018)
9. Yumna et al (2021).

Belum mempunyai Novitasari et al (2018).

SPO tentangpelepasan
informasi medis
kepada pihak asuransi

c. Pihak yang terlibat dalam pelepasan informasi medis

Tabel 4. Pihak Pelepasan Informasi Medis

Prosedur pelepasan
informasi
medis

Peneliti

Pihak pemohon yang
terdiri dari pasien dan
pihak asuransi

. Tho dan Purnama (2020)

. Motik et al (2022)

. Sjachrizal et al (2022)

. Palupi et al (2021)

. Warijan dan Nur’afifah (2019)
. Permana dan Rumana (2017)

. Wahyudi dan Amalia (2022).
. Erlindai dan Yulita (2018)

. Yumna et al (2021).

0. Novitasari et al (2018).

Petugas rekam medis

RYONOAE W

0.

Tho dan Purnama (2020)
Motik et al (2022)

Sjachrizal ef al (2022)

Palupi et al (2021)

Warijan dan Nur’afifah (2019)
Permana dan Rumana (2017)
Wahyudi dan Amalia (2022).
Erlindai dan Yulita (2018)
Yumna et al (2021).

Novitasari et al (2018).

Dokter

BN

Tho dan Purnama (2020)
Motik et al (2022)
Sjachrizal et al (2022)
Palupi et al (2021)
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Warijan dan Nur’afifah (2019)
Permana dan Rumana (2017)
Wahyudi dan Amalia (2022).
Erlindai dan Yulita (2018)
. Yumna et al (2021).

Novitasari et al (2018).
Yumna et al (2021)
Sjachrizal et al (2022)
Erlindai dan Yulita (2018),
Warijan dan Nur’afifah (2019)
Tho dan Purnama (2020)
Motik et al (2022)
Sjachrizal et al (2022)
Palupi et al (2021)
Warijan dan Nur’afifah (2019)
Permana dan Rumana (2017)
Wahyudi dan Amalia (2022).
Erlindai dan Yulita (2018)
Yumna et al (2021).
0. Novitasari ef al (2018).
Yumna et al (2021)
Sjachrizal et al (2022)
Erlindai dan Yulita (2018),
Warijan dan Nur’afifah (2019)
Petugas Tata Usaha Warijan dan Nur’afifah (2019)

© N U

Direktur

Dokter

Direktur

BWNP2 00N UTRWNER N e

PPAT Erlindai dan Yulita (2018)

Petugas pendaftaran Tho dan Purnama (2020)

Petugas bagian perencanaan Yumna et al (2021)

1. Persyaratan yang dibutuhkan dalam pelepasan informasi medis kepada pihak
asuransi
Penelitian Novitasari, et a/ (2018) bahwa belum tercantum persyaratan yang
dibutuhkan dalam pelepasan informasi medis di rumah sakit. Hal ini dikarenakan
belum adanya SPO khusus tentangpelepasan informasi medis dan hanya SPO
umum, namun SPO pada hasil penelitian tersebut belum dikatakan optimal dan
belummenjamin kerahasiaan medis karena belum adanya peraturan atau kebijakan
tetap (tertulis) yang mengikat. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian
Yusuf danMasturoh (2015) yang menyatakan bahwatidak ada kebijakan khusus
secara tertulisSPO peminjaman berkas rekam medis pasienrawat inap rumah sakit
untuk pendidikan, penelitian dan asuransi BPJS yang mengharuskan penggunaan
ijin tertulis dari pasien apabila pihak ketiga tersebut memerlukan informasi rekam
medis pasien. Petugas meminjamkan berkas rekam medis tanpa menanyakan surat
Copyright © 2025, Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat Berkala, ISSN 2714-5670 21



Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat Berkala (JIKeMB), Vol. 7 (1), 2025

kuasa dari pasien, karena dianggap cukup dengan surat ijin kepala instalasi. Surat
ijin pun hanya digunakan untuk peminjaman berkas melebihi jumlah yang telah
ditentukan, sedangkan apabila peminjaman pun bisadengan ijin secara lisan kepada
petugas, tanpa ijin secara resmi berupa surat ijin dari kepala instalasi rekam medis.

Penelitian Tho dan Purnama (2020), bahwa dalam persyaratan yang dibutuhkan
dalampelepasan informasi medis kepada pihakasuransi ada beberapa kasus sekitar 40%
dalam pengajuan pelepasan informasi tidak memenuhi persyaratan seperti tidak adanya
surat pengantar, kartu keluarga (KK) dan surat pernyataan pernah dirawat. Dalam
proses pelepasan tersebut sudah adanyasurat kuasa pasien apabila yang membuat
pengajuan bukan dari pasien itu sendiri. Penelitian Wahyudi dan Amalia (2022)
terkait persyaratan dalam pelepasan informasi medis untuk klaim asuransi non-JKN
sudah tercantum dalam SPO yaitu penggunaan surat kuasa atau surat persetujuan
tertulis dari pasien. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan Hadiyasa (2016)
Persyaratan yang dibutuhkan untuk pelepasan informasi rekam medis adalah Kartu
Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Rujukan, Fotokopi kartu peserta asuransi
dan lain-lain.

Penelitian Warijan dan Nur’afifah (2019) bahwa persyaratan dalam proses
pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi masih ditemukan pasien atau
keluargapasien yang tidak membawa persyaratan secara lengkap yaitu fotocopy
rincian biaya perawatan, dan fotocopy KTP atau KK sebagai bukti identitas diri
namun petugas rekam medis tetap menerima permintaan tersebut walaupun pasien
atau keluarga pasien tidak membawa kartu identitas yang sah. Sehingga
dikhawatirkan rentan jatuhnya informasi medis pasien ke pihak yang tidak
bertanggung jawab dan akan disalahagunakan. Dalam prosedur pelepasantersebut
juga belum ada surat kuasa dari pasien apabila yang mengajukan bukan dari pasien
sendiri melainkan dari wali/ keluarga pasien. Hasil penelitian tersebut sejalan
dengan hasil penelitian Faida (2016) mengatakan bahwa petugas rekam medis
tidak tegas dan memperketat persyaratan yang harus dibawa oleh pasien atau
peminta informasi dan tidak menerapkan prosedur pelepasan informasi rekam
medis. Hasil penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian Rosyada (2019)
yang menyatakanbahwa kurangnya kelengkapannya dalam pelepasan informasi
medis yaitu seperti KTP, KK, surat rujukan, surat permintaan tertulis
kepada pimpinan rumah sakit dan fotokopi kartu peserta asuransi.

Penelitian Yumna, et al (2021) bahwa tentang kelengkapan syarat-syarat
pelepasan informasi medis belum sepenuhnya optimal karena tidak adanya surat
kuasa yang ditandatangani oleh pasien atau wali pasien yang digunakan untuk
membuka atau menyalin resume medis pasien. Penelitian Erlindai dan Yulita
(2018) bahwa dalam persyaratan pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi
memang belum ada penggunaan ijin tertulis dari pasien. Ini dikarenakan bahwa
setiap pasien mendaftar dengan cara pembayaran menggunakan asuransi dan telah
menyerahkan kepercayaan kepada pihak PPAT dalam hal informasi medis dan
pembayaran biaya perawatan yangdiberikan. Hasil penelitian tersebut sejalan
dengan Astuti, et al (2017) terkait pelepasaninformasi medis, belum seluruhnya
menjamin kerahasiaan informasi medis pasien, hal ini dikarenakan dalam
permintaan pelepasan informasi medis belum semuanya menyertakan surat izin
atau surat kuasa dari pasien yang bersangkutan.

Penelitian Motik, et al (2022) bahwapersyaratan dalam pelepasan informasi
medis tentang penggunaan surat kuasa/surat ijin tertulis telah dilaksanakan. Hasil
penelitian tersebut sejalan denganpenelitian Nurmalasari (2014), prosedur yang
telah ditetapkan untuk dapat mengambil pemeriksaan penunjang atau resume
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medis guna klaim asuransi yaitu apabila pihak ketiga merupakan petugas asuransi
yang menjadi mitra kerjasama dari pasien, harus membuat surat ijin secara tertulis
atau surat hak kuasa (tidak dengan lisan atau kuitansi pembayaran) yang ditanda
tangani oleh pasien yang bersangkutan, jika bukan pasien tersebut yang mengambil
(keluarga atau orang lain). Hasil penelitian tersebut juga sejalan denganpenelitian
Rosadi (2018) menyebutkan bahwa syarat-syarat dalam pelepasan informasi medis
kepada pihak asuransi yangharus dilengkapi pemohon yaitu suratpernyataan dan
surat kuasa yang telah ditandatangani serta disetujui oleh pasien. Permana dan
Rumana (2017) dalampenelitiannya menyatakan bahwa persyaratan dalam proses
pelepasaninformasi sudah menggunakan surat kuasa pasien namun belum optimal
karena masih ada yang tidak menyertakan surat kuasa pasien dengan presentase
68%. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan Narendra, er a/ (2020) belum
optimalnya pelepasan informasi medis untuk kepentingan asuransiterdapat 65%
hanya disertai salah satu persetujuan tertulis dari pasien baik berupa formulir
pernyataan atau surat ijin tertulis pasien, 13 % sudah disertai surat pernyataan dan surat
ijin tertulis pasien secara lengkap, 22% sama sekali tidak disertai dengan persetujuan
pasien baik formulir pernyataan atau surat ijin tertulis dari pasien. Hasil penelitian
tersebut juga sejalan dengan penelitian Wanandi (2016) yang menyatakan bahwa
dalam prosedur pelepasan informasi medis tentang penggunaan izin tertulis pasien
belum terlaksana secara optimal.

Penelitian Palupi, et al (2022) bahwa persyaratan dalam proses pelepasan
informasi medis pasien sudah menggunakansurat kuasa yang disertai materai dan
jaminan yang digunakan untuk permintaan pelepasan informasi, dengan pihak
pemohon membawa bukti identitas pemohon dan pasien. Hasil penelitian sejalan
dengan Rahmadiliyani dan Faizal (2018) yang menyatakan bahwa dalam
pelepasan informasi harus ada surat kuasa dari pasien. Selain itu dalam
pernyataannya dikatakan bahwa pemegang kuasa wajibmenunjukkan identitas
diri (sebagai karyawan suatu perusahaan asuransi atau pengadilan). Hasil
penelitian tersebut jugasejalan dengan penelitian Narendra et al (2020) yang
menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pelepasan informasi medissudah berjalan
secara optimal hal inidibuktikan dengan penggunaan surat persetujuan tertulis
atau surat kuasa pasien sebagai bentuk menjaga kerahasiaan berkas rekam medis.

Penelitian Sjachrizal, et al (2022) dalam persyaratan pelepasan informasi
medis tersebut apabila dalam pengajuan tersebut tidak bersama pasien maka
harus ada izin tertulis/ surat kuasa dari pasien dalam proses pengeluaran
informasi medis. Hasilpenelitian tersebut sejalan dengan Aisy dan Trisna (2021)
yang menyatakan bahwa pasien atau keluarga pasien wajib melampirkan KTP
atau surat kuasa pasien agar petugas dapat memeriksa keaslian identitasnya.
Jika tidak bisa melampirkan dua hal tersebut maka petugas tidak dapat
memberikan informasi medis yang diminta.

Berdasarkan dari 10 jurnal yang dilakukan review, ada 7 jurnal tentang
persyaratan dalam proses pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi yang
sudah sesuai dan baik . Hasil penelitian Tho dan Purnama (2020), Motik et al
(2022), Permana dan Rumana (2017), Sjachrizal et al (2022), Palupi et al (2022),
Wahyudi dan Amalia (2022), Warijan dan Nur’afifah (2019) dimana SPO yang
ditetapkan di masing-masing rumah sakit sudah menjamin kerahasiaan rekam
medis karena sudah menggunakan ijin tertulis dari pasien dalam proses pelepasan
informasi medis. Penelitian tersebut sesuai dengan Peraturan menteri kesehatan
No.36 tahun 2012 tentang rahasia kedokteran pasal 6 menjelaskan bahwa
pembukaan rahasia kedokteran untuk kepentingan pasien dalam hal keperluan
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administrasi, jaminan asuransiatau jaminan pembiayaan kesehatan harus dilakukan
dengan persetujuan tertulis dari pasien dan pernyataan pasien tersebut diberikan
pada saat mendaftar di fasilitas pelayanan kesehatan. Penelitian tersebutjuga sesuai
dengan Permenkes RI No 24 tahun 2022 BAB II Pasal 34 ayat 1 menyatakan bahwa
“Pembukaan isi rekammedis atas persetujuan Pasien sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 ayat 1 huruf (a) dilakukan untuk: huruf (a) kepentingan pemeliharaan
kesehatan, pengobatan, penyembuhan, dan perawatan Pasien. Huruf

(b) permintaan Pasien sendiri; dan/atau huruf (c) keperluan administrasi,
pembayaran asuransi atau jaminanpembiayaan kesehatan. Namun padapenelitian
Warijan dan Nur’afifah (2019) dan Wahyudi dan Amalia (2022) sudah
mencantumkan persyaratan surat kuasa/persetujuan tertulis pasien dalam SPO
yang menjadi kebijakan di masing-masing rumah sakit namun dalam
pelaksanaanya belum sesuai dengan SPO yang berlaku di rumah sakit tersebut
karena dalam pelepasan informasi medis tetap di proses walaupun pihak pemohon
tidak menyertakan surat kuasa pasien.

2. Prosedur dalam pelepasan informasimedis kepada pihak asuransi

Penelitian Novitasari, et al (2018) bahwa dalam prosedur pelepasan
informasi medis sudah mempunyai SPO (Standar prosedur operasional) dan
menjalankannya tetapi hanya sebatas lisan tanpa adanya kebijakan secara tertulis.
Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Daryanti et a/ (2022) yang
menyatakan bahwa SPO pelepasan informasi rekam medis pasien belum
ada kebijakan tertulis dari rumah sakit. Penelitian Tho dan Purnama (2020),
Motik etal (2022), Palupi et al (2022), Permana dan Rumana (2017), Wahyudi
dan Amalia (2022), Sjachrizal et al (2022), Erlindai dan Yulita (2018), Warijan
dan Nur’afifah (2019),Yumna, et al (2021) bahwa dalam prosedur pelepasan
informasi  medis sudah mempunyai SPO yang diterapkan di masing-masing
rumah sakit dan dalam pelaksanaanya sudah berjalan secara optimal.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Purba dan Sidabutar
(2021) yang menyatakan bahwa proses pelepasan informasi harus dilakukan
berdasarkan SPO rumah sakit yang digunakan dirumah sakit, SPO merupakan
instruksi yang berisikan langkahlangkah suatu proses kerja rutin tertentu yang
disusun berdasarkan konsensus bersama yang dibuat oleh fasilitas layanan
kesehatan berdasarkan standar profesi.

3.Pihak yang terlibat dalam pelepasaninformasi medis kepada pihak asuransi

Berdasarkan dari 10 jurnal yang dilakukan review, dapat diketahui bahwa
padapenelitian Novitasari et a/ (2018), Tho dan Purnama (2020), Motik et al (2022),
Palupi et al (2022), Permana dan Rumana (2017), Wahyudi dan Amalia (2022),
Sjachrizal et al (2022), Erlindai dan Yulita (2018), Warijan dan Nur’afifah (2019),
Yumna, et al (2021) bahwa pihak yang terlibat dalam proses pelepasan informasi
medis adalah pihak pemohon yang terdiri dari pasien atau pihak asuransi, petugas
rekam medis dan dokter. Pasien mempunyai hak untuk memperoleh informasi medis
selama pasien dirawat disuatu pelayanan fasyankes. Hal ini sudah sesuai dengan
Permenkes No . 24 Tahun 2022 Bab II Pasal 26 ayat 1 “ Isi Rekam Medismilik
Pasien”. Petugas rekam medis dalam pelepasan informasi medis sebagai unit
yangmemfasilitasi pelepasan informasi medis pasien dalam hal klaim asuransi,
permintaan data pendidikan, permintaan keterangan medis dan pelepasan
informasi guna kepolisian dan peradilan, serta ruang perawatan karena di ruang
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perawatanlah semua tindakan yang diberikan kepada pasien dicatat dalam rekam
medis pasien (Mustam, 2020).

Dokter adalah petugas yang berhak untukmembuka informasi medis yang
terkandungdalam rekam medis kepada pihak asuransi atau permintaan oleh pihak
kepolisian selain itu dokter juga berhak menandatangani hasil permintaan
informasi medis. Hal ini sudah sesuai dengan UU No. 29 Tahun 2004 BAB VII
Pasal 47 tentang praktik kedokteran yang membahas tentang penyeleggaraan
praktik kedokteran, yang menyatakan bahwa ayat 1 “Dokumen rekam medis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 merupakan milik dokter, dokter gigi, atau
sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik
pasien”. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Abidin & Yunengsih
(2021) yang menyatakan bahwa dalam pelepasan informasi medis, kepala rekam
medis atau bagian rekam medis adalah unit yang memfasilitasi pelepasan
informasi medis pasien dalam hal klaim asuransi, permintaandata pendidikan
atau penelitian, dan permintaan keterangan medis dan pelepasaninformasi guna
kepolisian dan pengadilan. Dokter dan tenaga kesehatan adalah petugas yang
berhak membuka informasi rekam medis pasien dalam permintaan klaim
asuransi, surat keterangan medis dan permintaan kepolisian dan pengadilan.

Pada penelitian Sjachrizal et al (2022), Erlindai dan Yulita (2018),
Warijan dan Nur’afifah (2019) ada pihak lain yang terlibatyaitu PPAT Direktur
Rumah Sakit, dan Petugas Tata usaha. PPAT (Petugas Pelayanan Administrasi
Terpadu) adalah bagian unit penagihan pembayaran klaim asuransi yang bekerja
sama dengan rumah sakit. Klaim pembayaran terdapatinformasi medis pasien
sehingga unit PPAT termasuk pihak yang terlibat dalam pelepasan informasi.
Direktur Rumah Sakit adalah pihak yang bertanggung jawab dalam semua
proses pelepasan informasi medis. Penelitian tersebut sesuai dengan Permenkes
No . 24 Tahun 2022 pasal 25 ayat 2 yang menyebutkan “Fasilitas Pelayanan
Kesehatan bertanggung jawab atas hilang, rusak, pemalsuan dan/atau
penggunaan oleh orang, dan/atau badan yang tidak berhak terhadap dokumen
Rekam Medis”. Petugas bagian tata usaha merupakan bagian dari rumah sakit
yang memfasilitasi kepengurusan persetujuan pendidikan dan penelitian
(Mustam, 2020). Pada penelitian Yumna, ef a/ (2021) ada pihak lain yang terlibat
yaitu petugas bagian perencanaan yang mempunyai tugas dalam
merencanakan program yang ada di rumah sakit namun petugas bagian
perencanaan ini hanya mempunyai tugas sebagai perantara petugas pelayanan
medik dan petugasrekam medis.

KESIMPULAN

Persyaratan dalam proses pelepasaninformasi medis kepada pihak asuransi
sebanyak 70% artikel sudah menggunakan ijin tertulis/ surat kuasa pasien secara
optimal, hal ini sudah menjamin aspek hukum kerahasiaan rekam medis dan
pelaksanaanya sesuai dengan peraturan atauundang-undang yang berlaku. SPO
pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi sebanyak 90% artikel sudah
ada SPO tentang pelepasan informasi medis yang diterapkan di masing-masing
rumah sakit. Sebanyak 10% artikel belum ada SPO khusus terkait pelepasan
informasi medis hanya sebatas lisan belum dibuatkan secara tertulis atau belum
ada kebijakan tertulis dari rumah sakit. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses
pelepasan informasi medis sebanyak 100% artikel sudah melibatkan pihak yang
wajib ada yaitu pihak pemohon yang terdiri dari pasien atau pihak asuransi,
dokter, danpetugas rekam medis. Sebanyak 40% artikel yang melibatkan pihak
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lain yaitu direktur rumah sakit. Sebanyak 10% artikel melibatkan pihak
pendaftaran. Sebanyak 10% artikel melibatkan pihak PPAT dan sebanyak 10%
artikel melibatkan petugas tata usaha. Dalam proses pelepasan informasi rekam
medis sebaiknya menggunakan ijin tertulis pasien yang bersangkutan untuk
mengantisipasi berbagai kemungkinan terburuk yang timbul di masa yang akan
mendatang dan sebaiknya petugas rekam medis lebih memperhatikan persyaratan
permintaan informasi medis pasien untuk menghindari penyalahgunaan
informasimedis oleh pihak yang tidak berwenang.

SARAN

Perlu dilakukan revisi SPO, dimana isinya sesuai dengan prosedur yang
berlaku danketentuan umum yang berhubungan dengan pelaksanaan pelepasan
informasi medisuntuk kepentingan asuransi. Sebaiknya melibatkan pasien dan
direktur atau pimpinan rumah sakit guna melindungi dari hal yang tidak
diinginkan.
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